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ABSTRAK

Sistem penegakan hukum Kehutanan yang di lakukan oleh Pembantu Pegawai
Negeri Sipil PPNS dari KLHK dan Satgas Kehutanan, membutuhkan practice of
political will. Tidak adanya penegakan hukum atas adanya delik pembakaran hutan,
disebabkan oleh adanya kesenjangan regulasi dan moralitas aparat penegak hukum,
dfilapangan, tanah dan hutan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, dengan
kesenjangan penegakan hukum tersebut, maka judul ini membawa penulis untuk
membatasi identifikasi masalah untuk diteliti. batasan identifikasi masalah tersebut
adalah mengenai subjek badan hukum korporasi yang melakukan pembakaran hutan
dan lahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan Undang Undang
No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap
Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Hutan Berdasarkan Undang Undang No 41
Tahun 1999 Tentang Kehutanan?

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode
yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif
analitis, dengan menggambarkan Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang
kehutanan Penelitian ini dimulai dari meneliti dan menghimpun informasi korporasi
kemudian menganalisa masalah dan menjawab permasalahan hukum, kemudian
menyimpulkannya

Hasil penelitian menyimpulkan tentang Penegakan hukum yang tidak
efektif, tumpang tindih antara, regulasi perizinan, Lingkungan hidup, Mineral dan
batubara menjadi salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut,
dan Upaya Penegakan Hukum yang apaling efektif bagi korporasi adalah diupayakan
dan dibentuk aturan tentang recovery perbaikan atau pertanggungjawaban yang
dibebankan pada korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Sebagai perbandingan dalam aturan tambang diberlakukan upaya reklamasi,
sebagai upaya recovery atau memulihkan lahan kedalam keadaan semula setelah
contract PMA (HPH) habis. Mengingat sanksi denda, administrasi dan ganti rugi,
bahkan pencabutan izin, sulitnya tahap penyidikan pada korporasi PMA sangat
sulit dilakukan, bargaining Badan Badan perizinan usaha modal asing
berkembang sangat mendominasi segala aspek. upaya corporate social
responsibility pun sudah pasti dilakukan, namun efektifitas nya pun tidak berlaku
sffektif. Saran Penulis atas hasil penelitian, agar pemerintah perlu meningkatkan
bargaining kontrak modal asing yang memberlakukan recovery atau pemulihan
lahan pada tahap semula, mengingat upaya penegakan dan pertanggungjawaban
hukum telah tidak efektif untuk dilakukan. Regulasi Minerba yang baru (disahkan
pada 12 Januari 2009 dan sebelumnya pada 16 Desember 2008 telah disetujui
bersama antara DPR dan Pemerintah). Pengeshan ini dilakukan secara parsial tanpa
menghubungkan dengan undang undang kehutanan, yang perlu dilakukan revisi dan
harus menyetarakannyaUpaya Reklamasi untuk mengembalikan fungsi hutan,
pengurusan hutan, perencanaan hutan, pengelolaan hutan,



ABSTRACT

The law enforcement system is carried out independently by the agrarian
ministry and spatial planning and the BPN, so it needs a supervisory and law
enforcement role in other ministries such as the ministry of forestry, the environment,
the village ministry and other ministries related to forest fires, the occurrence of gaps
/ gaps regulations and practices in the case of inseparable land and forests, with
gaps in land policy in deciding ownership status (Article 5 of the Forestry Law) on
state forests and customary forests, leading writers to limit the identification of
problems to be investigated, identification limits the issue is Can Corporations
Conducting Forest and Land Burning Legally Responsible According to Law No. 41
of 1999 concerning Forestry? And How is the Law Enforcement Efforts Against
Corporations Who Burn Forest Under Law No. 41 of 1999 concerning Forestry?

The research method used by the author is to use the normative juridical
method, with the research specification in this writing is analytical descriptive, by
describing Law No. 41 of 1999 concerning forestry. This research starts from
researching and collecting corporate information then analyzing problems and
answering legal problems, then concluded it

The results of the study conclude that ineffective law enforcement, numerous
regulations on forestry, and law enforcement efforts that are most effective for the
corporation are endeavored and rules are set for recovery recovery or accountability
that is imposed on the corporation that carries out forest and land burning. As a
comparison in the mining regulations, a reclamation effort is applied, as an effort to
recover or restore the land to its original state after the PMA (Forest Concession)
contract is used up. Considering that efforts to compensate, criminal and revoke
PMA business licenses are very difficult because of the collision with the permits of
the foreign capital business licensing agencies. In developing countries, corporate
social responsibility efforts are certainly done, but the effectiveness, the advice of this
research is that it is recommended that the government needs to increase the
bargaining of foreign capital contracts that impose land recovery at the initial stage,
bearing in mind that law enforcement and accountability efforts have been ineffective
The new Minerba Regulation (ratified on January 12, 2009 and earlier on December
16, 2008 was jointly agreed between the Parliament and the Government). This
saving is done partially without linking to the forestry law, which needs to be revised
and must equalize the Reclamation Efforts to restore forest functions, forest
management, forest planning, forest management
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